LEMBARAN DAERAH
KOTA BANDUNG

TAHUN : 2009 NOMOR : 15

(T|

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR : 15 TAHUN 2009
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTAWENING
KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kota Bandung telah memiliki Perusahaan Daerah Air
Minum berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung
Nomor 7/PD/1974 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum
Kotamadya Bandung sebagaimana telah diubah untuk terakhir kalinya dengan
Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 08 Tahun
1987;

b. bahwa dengan telah lahirnya peraturan yang baru tentang pengelolaan
Perusahaan Daerah Air Minum, maka pengaturan tentang Perusahaan Daerah
Air Minum Kota Bandung sebagaimana dimaksud dalam huruf a, tidak sesuai

dengan keadaan masa kini sehingga perlu dilakukan penyesuaian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu
membentuk Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Perusahaan Daerah Air

Minum Tirtawening Kota Bandung;

Mengingat : | Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota
Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah
Istimewa Yogjakarta (Himpunan Peraturan Negara tentang Pembentukan
Wilayah/Daerah);
2. Undang-Undang ...
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2.

10.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah jo.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2387 jo. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 36,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2901);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan
Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem
Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);

11. Peraturan ...
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Menetapkan :

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan
Pemerintahan Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun

2007 Nomor 08);

13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Cara
Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008

Nomor 05);

14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 08);

15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2009-
2013 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2009 Nomor 09);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG
dan

WALIKOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM TIRTAWENING KOTA BANDUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.

3. Walikota adalah Walikota Bandung.

4. Dewan ...
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4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.

5. Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening yang selanjutnya disingkat
PDAM Tirtawening adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota
Bandung.

6. Direksi adalah Direksi PDAM Tirtawening.

7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Tirtawening.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

BAB 1I
NAMA, KEDUDUKAN, MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, Perusahaan Daerah Air Minum yang didirikan
untuk pertama kali dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Bandung Nomor 7/PD/1974 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air
Minum Kotamadya Bandung sebagaimana telah diubah untuk terakhir kalinya
dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 8 tahun

1987, berubah namanya menjadi PDAM Tirtawening.

Pasal 3

PDAM Tirtawening adalah sebuah badan hukum dan berkedudukan secara tetap

di Kota Bandung dan tempat lain yang ditetapkan oleh Direksi.

Pasal 4

PDAM Tirtawening didirikan dengan maksud dan tujuan untuk :

a. menyelenggarakan usaha pengelolaan air minum dan air limbah bagi
kepentingan umum dalam jumlah dan mutu yang memadai serta usaha
lainnya di bidang air minum dan air limbah;

b. memupuk ...
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b. memupuk keuntungan dan melaksanakan penugasan Pemerintah Daerah di

bidang air minum dan air limbah dalam rangka menunjang pembangunan

dengan menerapkan prinsip-prinsip perusahaan.

(1)

(2)

3)

(4)

(1)

BAB III
MODAL
Pasal 5

Modal dasar PDAM Tirtawening adalah kekayaan Pemerintah Daerah yang
telah dipisahkan terdiri dari modal disetor dan belum disetor.

Melalui peraturan daerah ini modal dasar PDAM Tirtawening ditetapkan
sebesar Rp. 200.000.000.000,- (Dua ratus milyar rupiah).

Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seluruh kekayaan
Pemerintah Daerah baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang pada
saat pendirian PDAM berada di bawah pengelolaan, pengawasan dan
tanggung jawab PDAM Kota Bandung yang dibentuk dengan Peraturan
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 7 Tahun 1974
sebagaimana telah diubah untuk terakhir kalinya dengan Peraturan Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 08 Tahun 1987, sampai
dengan 31 Desember 2008 telah disetor sebesar Rp. 43.408.760.481,-
(Empat puluh tiga milyar empat ratus delapan juta tujuh ratus enam puluh
ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah).

Selain modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3),
PDAM Tirtawening dapat memperoleh tambahan modal yang bersumber
dari bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota
lainnya dan/atau Badan serta Lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan.

BAB IV
ORGAN
Pasal 6

PDAM Tirtawening yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah didukung

dengan organ dan kepegawaian.

(2) Organ ...
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